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ABSTRAK 
 
 
AGUNG PURNOMO,D1507079,PENGELOLAAN ARSIP DI BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA 
SURAKARTA, Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Program 
Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2010, 63 Halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan arsip di 
Bappeda Kota Surakarta. Adapun latar belakang masalah yang mendorong penulis 
melakukan penelitian ini adalah berdasarkan kenyataan bahwa masih banyak organisasi 
atau instansi yang masih belum memahami tentang arti pentingnya arsip sehingga 
pengelolaan arsip kurang dilaksanakan dengan bak, maka dipandang perlu untuk segera 
memberikan saran kerja yang praktis tentang pengelolaan arsip yang baik. 
Landasan teori dan pemikiran yang digunakan adalah tentang berbagai hal yang 
berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kearsipan yang meliputi penerimaan dan 
pencataan arsip, penyimpanan , penyusutan, fasilitas dan pegawai kearsipan. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, 
sumber data , teknik pengumpulanb data dan metode analisis data. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Bappeda Kota Surakartapada bulan 
februari sampai mei 2010. teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi 
partisipan. Sumber data berasal dari pegawai Bappeda Kota Surakarta,dokumen-dokumen 
dan buku-buku kepusatakaan. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif yang 
meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (HB. Sutopo,1998:34-
36). 
Arsip-arsip yang ada di Bappeda Kota Surakarta antara lain surat dinas dan data-data 
rencana kerja pembangunan dari seluruh kelurahan,kecamatan,dan dinas yang ada dikota 
Surakarta. Pengelolaan arsip di Bappeda Kota Surakarta meliputi penerimaan dan 
pencatatan arsip, penyimpanan. Di Bappeda  Kota Surakarta belum pernah dilakukan 
penyusutan arsip. Fasilitas kearsipan yang digunakan hanya alat-alat kearsipan saja. 
Untuk ruang penyimpanan arsip di Bappeda  Kota Surakarta belum ada ruangan khusus 
untuk menyimpan arsip. Di Bappeda  Kota Surakarta juga belum mempunyai pegawai 
yang khusus menangani arsip. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan arsip di Bappeda Surakartameliputi 
penerimaan dan pencatatan arsip, penyimpanan arsip dan fasilitas kearsipan. Sedangkan 
saran yang ingin disampaikan adalahsupaya dikantor Bappeda Kota Surakarta membuat 
ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan narsip. Memiliki pegawai yang ahli 
dalam bidang kearsipan serta diadakan pelatihan dalam bidang kearsipan bagi para 
pegawai di Bappeda Kota Surakarta 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  
Dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, sehingga kebutuhan 
informasi bagi setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta menjadi sangat penting. 
Informasi tersebut diperlukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi karena 
informasi merupakan bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja 
administratif dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Arsip sebagai salah satu sumber 
informasi terekam memiliki fungsi yang sangat penting untuk menunjang proses tersebut. 
Untuk itu diperlukan adanya pengelolaan arsip yang baik. 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kearsipan dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa arsip adalah: 
1) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga  Negara dan 
badan-badan pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan 
tunggal  maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. 
2) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga swasta dan atau 
perorangan dalam dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal 
maupun berkelompok,dalam rangka kegiatan kebangsaan. 
 
Pengelolaan arsip yang baik perlu dilaksanakan agar apabila organisasi memerlukan 
informasi arsip untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ataupun pengambilan keputusan tidak 
memerlukan waktu yang lama serta memudahkan untuk penemuan kembali arsip 
sehingga dapat menciptakan efisiensi,efektivitas, dan juga produktivitas bagi organisasi. 
 
Arsip sangat penting dalam organisasi yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber 
informasi dalam rangka perencanaan,proses pengambilan keputusan,mendukung 
pengawasan, sebagai alat pembuktian, memori perusahaan serta sebagai rujukan historis 
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Dengan pengelolaan arsip yang baik maka tujuan organisasi yang bersangkutan 
akan mudah tercapai sehingga produktivitas organisasi akan meningkat.Hal ini 
menjadikan administrasi kearsipan sebagai salah satu bagian paling penting untuk 
diperhatikan pelaksanaannya di setiap organisasi atau instansi yang bersangkutan.Tetapi 
pada kenyataannya masih banyak instansi ataupun organisasi yang masih belum 
memahami tentang arti pentingnya arsip sehingga instansi-instansi ataupun organisasi-
organisasi yang bersangkutan tidak melakukan pengelolaan arsip secara baik. Hal ini 
dapat diketahui dengan melihat tumpukan-tumpukan arsip yang dibiarkan begitu saja 
tanpa adanya perawatan ataupun penataan. Sehingga arsip-arsip tersebut mudah hilang, 
rusak, dan sulit ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu arsip tersebut diperlukan. 
Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa organisasi atau instansi tidak 
melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik antara lain adalah kurangnya kesadaran dari 
pihak pimpinan dan pegawai akan pentingnya arsip. Faktor lainnya adalah kemungkinan 
belum tersedianya pegawai yang ahli dalam bidang kearsipan.Belum adanya pelaksanaan 
kearsipan yang baik perlu mendapat perhatian khusus sehingga setiap organisasi ataupun 
instansi dapat memahami fungsi dari pada arsip itu sendiri. Oleh karena itu pimpinan 
organisasi atau instansi harus memperhatikan tentang pengelolaan arsip yang baik agar 
arsip-arsip dalam organisasi yang bersangkutan dapat lebih tertata. 
Dalam pasal 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1971 dirumuskan bahwa tujuan 
kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban  nasional 
tentang perencanaan , pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta 
untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan. 
Dari pengertian tersebut maka agar keselamatan arsip dapat terjamin maka pengelolaan 
arsip yang baik sangat berpengaruh. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) kota surakarta adalah salah 
satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam 
peningkatan dan pengembangan pembangunan di kota surakarta. Tugas pokok Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota surakarta yaitu menyelenggarakan 
penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai fungsi yaitu penyelenggaraan 
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kesekretariatan badan; penyusunan rencana program,pengendalian, evaluasi,dan 
pelaporan; penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; penyelenggaraan sosialisasi; 
serta pembinaan jabatan fungsional. 
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) maka data-data informasi dan arsip merupakan aspek yang sangat 
berpengaruh. Karena dari data-data dan informasi tersebut akan dapat diketahui rencana-
rencana pembangunan apa saja yang akan dijalankan. Selain itu juga diketahui besarnya 
anggaran yang dibutuhkan. 
Selama masa penelitian penulis mengetahui bahwa di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota surakarta belum terdapat ruangan khusus yang 
digunakan untuk menyimpan arsip. Selain itu juga di Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) kota surakarta belum terdapat pegawai khusus yang mengurusi 
tentang arsip (pegawai yang ahki dibidang kearsipan) sehingga semua pegawai bisa 
mengurusi arsip-arsip. Hal ini mengakibatkan apabila sewaktu-waktu arsip-arsip di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengalami kerusakan ataupun 
hilang maka tidak ada pegawai yang bertanggung jawab penuh terhadap kehilangan 
ataupun kerusakan tersebut. Adapun arsip-arsip yang dikelola diruang bidang sekretariat 
meliputi data-data hasil musyawarah rencana pembangunan kelurahan dan 
kecamatan(musrenbang),Rencana kerja kecamatan dan kelurahan, Rencana kerja SKPD 
(Satuan Kerja Perangkat Daerah),Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),.Selama 
melakukan magang di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) kota 
Surakarta selama bulan februari-maret penulis mencatat ada kurang lebih 243 surat atau 
data yang masuk. Data-data tersebut antara lain: 
1. Data-data hasil musyawarah rencana pembangunan(musrenbang) dan 
rencana kerja(renja) dari seluruh kecamatan dan kelurahan di kota Surakarta 
sebanyak 123 data 
2. Data rencana kerja(renja),data kebutuhan RKPD,data evaluasi RKPD 
sebanyak 120 data. 
Berdasarkan apa yang telah disebutkan dimuka yaitu tentang permasalahan yang 
ada maka mendorong penulis untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai 
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pengelolaan arsip pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota 
surakarta. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka 
perumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimanakah pengelolaan arsip di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Surakarta?” 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah kota Surakarta. 
2. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir sebagai 
persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, program D3 Manajemen Administrasi, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.  
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun  manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang pengelolaan arsip di Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Surakarta. 
2. Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan baik itu penulis 
maupun pembaca sebagai pengetahuan mengenai pengelolaan arsip di Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Surakarta. 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Definisi Arsip 
Kehadiran arsip pada dasarnya karena adanya kegiatan organisasi,suatu kelompok 
atau individu. Tanpa adanya suatu kegiatan atau aktivitas, maka arsip tidak akan tercipta. 
Dalam suatu organisasi arsip dapat memberikan fungsi yang sangat penting yaitu sebagai 
pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka perencanaan,proses pengambilan 
keputusan,mendukung pengawasan,sebagai alat pembuktian,memori perusahaan serta 
sebagai rujukan historis. 
Kata “arsip” berasal dari bahasa belanda yakni archief. Menurut  Atmosudirjo (1982: 
157-158),archief dalam bahasa belanda mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: 
1. Tempat penyimpanan secara  teratur bahan-bahan arsip,bahan-bahan 
tertulis,piagam-piagam,surat-surat,keputusan-keputusan,akte-akte,daftar-
daftar,dokumen-dokumen,peta-peta. 
2. Kumpulan teratur, dari pada bahan-bahan kearsipan tersebut. 
3. Bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. 
Sedangkan pengertian arsip menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 
Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) arsip adalah segala kertas naskah, buku, 
foto, film, mikrofilm,rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen-dokumen lain 
dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya, serta dengan segala 
cara penciptaannya,dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan,sebagai bukti atas 
tujuan,organisasi,fungsi-fungsi, kebijaksanaan-kebijaksanaan,keputusan-keputusan , 
prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain, 
atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya. 
Maulana mengatakan bahwa arsip adalah tulisan yang dapat memberikan keterangan 
tentang kejadian-kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang kemungkinan dapat 
berwujud surat menyurat, data-data (bahan-bahan yang dapat memberi keterangan) 
berupa barang cetakan, kartu-kartu, sheets dan buku catatan yang berisi 
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koresponden,peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang diterima atau dibuat sendiri 
oleh tiap lembaga baik pemerintah maupun swasta, kecil atau besar. 
T.R Schellenberg(The Liang Gie,1979;217-218) memberikan suatu rumusan bahwa arsip 
dapat dirumuskan sebagai warkat-warkat dari suatu badan pemerintah atau swasta yang 
diputuskan sebagai dokumen berharga untuk diawetkan secara tetap guna keperluan 
mencari keterangan dan penelitian dan disimpan atau telah dipilih untuk disimpan pada 
suatu badan kearsipan. 
Didalam Undang-Undang (UU) nomer 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kearsipan dalam pasal 1 disebutkan bahwa arsip ialah: 
1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan 
badan-badan pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan 
tunggal maupun berkelompok,dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. 
2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga swata dan atau 
perorangan dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun 
berkelompok,dalam rangka kegiatan kebangsaan. 
Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan arsip adalah segala 
jenis naskah dalam bentuk tulisan maupun gambar yang dapat memberikan informasi 
untuk kepentingan organisasi yang disimpan sedemikian rupa sehingga dengan mudah 
dan cepat ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. 
 
B. Pengelolaan Arsip 
Pengelolaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah: 
· Pengurusan,penyelenggaraan,manajemen, proses. 
· Jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir. 
Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 
· Proses atau cara perbuatan mengelola. 
· Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. 
· Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 
organisasi 
· Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 
pelaksanaankebijakan dan pencapaian tujuan. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau 
cara perbuatan mengelola yang memberikan pegawasan pada semua hal yang terlibat 
dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. 
Stoner mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan,pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 
sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan (T. Hani Handoko,2003:8) 
Sebagai pusat ingatan  tentang kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung serta sebagai 
tempat untuk memperoleh informasi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ataupun 
pengambilan keputusan maka arsip harus dikelola dengan sebaik-baiknya.Agar apabila 
sewaktu-waktu diperlukan mudah dalam penemuan kembali arsip. Masalah kearsipan 
bersifat dinamis,berkembang dalam arti akan terus bertambah seirama dengan 
perkembangan organisasi yang bersangkutan. Bertambahnya arsip secara terus menerus 
tanpa diikuti tata kerja dan peralatan kearsipan serta tenaga ahli dalam bidang kearsipan 
menimbulkan masalah tersendiri. 
Masalah-masalah pokok dibidang kearsipan yang umumnya dihadapi oleh instansi-
instansi itu ialah bertalian dengan hal-hal berikut (The Liang Gie 1972:7): 
1. Tidak dapat  menemukan kembali secara cepat dari bagian arsip sesuatu surat 
yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau organisasi lainnya. 
2. Peminjaman atau pemakaian sesuatu surat oleh pimpinan atau satuan organisasi 
lainnya yang jangka waktunya sangat lama,bahkan kadang-kadang tidak 
dikembalikan . 
3. Bertambahnya terus-menerus surat-surat kedalam bagian arsip tanpa ada 
penyingkirannya sehingga tempat dan peralatan tidak lagi mencukupi. 
4. Tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam 
ilmu kearsipan modern sebagai akibat dari pegawai-pegawai arsip yang tak cakap 
dan kurangnya bimbingan yang teratur. 
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas maka perlulah dipelajari,diatur dan 
diperkembangkan pedoman-pedoman mengenai: 
1. Sistem penyimpanan warkat yang tepat bagi masing-masing instansi. 
2. Tata kerja penyimpanan dan pemakaian warkat. 
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3. Penyusutan arsip secara teratur. 
4. Penataran pegawai-pegawai bagian arsip sehingga memiliki dan dapat 
mempraktekkan pengetahuan dibidang kearsipan terbaru yang efisien. 
Sistem kearsipan yang baik itu, oleh Ig Wursanto(1991:30-32) mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut: 
a. Mudah dilaksanakan. 
b. Mudah dimengerti. 
c. Murah / ekonomis. 
d. Tidak memakan tempat. 
e. Mudah dicapai 
f. Cocok bagi organisasi. 
g. Fleksibel atau luwes. 
h. Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip. 
i. Mempermudah pengawasan. 
Untuk selanjutnya penulis akan membahas secara terperinci mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan pengelolaan arsip, yaitu: 
1. Penerimaan dan pencatatan arsip. 
2. Penyimpanan arsip. 
3. Penyusutan arsip. 
4. Fasilitas kearsipan. 
5. Pegawai kearsipan. Ig. Wursanto (1995 : 14) 
1. Penerimaan dan Pencatatan Arsip 
Penerimaan adalah kegiatan melakukan penerimaan surat masuk baik dari kurir 
maupun dari pos (basir barthos,1990:6). Sedangkan pencatatan menurut soebroto adalah 
kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat (misalnya dengan bolpoin,pensil) mengenai 
suatu keterangan. 
Dalam pengelolaan arsip kegiatan penerimaan merupakan kegiatan pertama yang 
dilakukan. Sebaiknya penerimaaan semua surat masuk ditangani oleh satu unit 
sendiri,yaitu unit kearsipan. Sistem penerimaan surat-surat semacam ini menurut Ig 
Wursanto(1991;110) dinamakan sistem satu pintu atau kebijakan satu pintu. Petugas arsip 
menerima surat-surat yang masuk baik antar bagian dalam suatu organisasi maupun 
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maupun dari pihak luar organisasi.Sebelum petugas kearsipan menyimpan surat-surat 
yang masuk, maka kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan adalah 
memeriksa,mengindeks,menyortir,dan meletakkan surat. 
Surat-surat yang masuk pertama-pertama diperiksa lebih dahulu dengan membaca 
sampul surat agar diketahui tujuan surat tersebut. Setelah surat dibaca kemudian diindeks 
dengan memberikan tanda atau klasifikasi tertentu pada masing-masing surat. 
Tujuan memberikan klasifikasi tertentu pada surat ini adalah untuk menata arsip-arsip 
secara sistematis dan efektif sehingga arsip-arsip tersebut dengan mudah dapat ditemukan 
kembali. Penyortiran surat ini adalah memilih, memisahkan, dan membagi-bagi menurut 
keadaan surat. 
Petugas penyortiran ini hanya melakukan penyortiran menurut kelompok masing-
masing dan tidak diperkenankan untuk membuka sampul. Hal ini dilakukan untuk 
menjamin keselamatan surat. Penyortiran surat harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti 
sehingga tidak terjadi kekeliruan tujuan. 
2. Penyimpanan arsip 
Dalam kamus administrasi perkantoran yang dimaksud penyimpanan arsip adalah 
kegiatan menaruh arsip-arsip dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut 
sistem,susunan, dan tata cara yang telah ditentukan , sehingga pertumbuhan arsip –arsip 
itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali 
(Ig Wursanto,1995:15-16). 
Arsip-arsip yang diterima atau dihasilkan oleh suatu organisasi diselesaikan oleh 
pengelola arsip, maka kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan penataan arsip yang 
menuju pada penyimpanan benda-benda arsip. Penyimpanan yaitu menempatkan  
dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Sistem 
penyimpanan akan menjadi efisien dan efektif bilamana didukung oleh peralatan dan 
perlengkapan yang memadai dan sesuai. Penyimpanan arsip merupakan kegiatan yang 
sangat penting dalam pelaksanaan administrasi kearsipan. Dengan demikian maka arsip 
tersebut mendapat perhatian khusus sehingga apabila diperlukan dapat dengan mudah 
ditemukan kembali. 
A.W Widjaja(1993:104-105) mengemukakan bahwa penataan tersebut bertujuan 
untuk: 
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a. Menyimpan bahan-bahan arsip atau dokumen yang masih mempunyai 
nilai pakai yang sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan suatu 
persoalan atau proses pekerjaan. 
b. Menyimpan bahan-bahan arsip atau dokumen dengan suatu sistem tertentu 
sehingga apabila diperlukan dengan cepat dapat diketemukan kembali. 
c. Menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar terhindar dari 
kemungkinan-kemungkinan rusak, terbakar atau hilang. 
 
a. Asas penyimpanan arsip 
Kegiatan penyelenggaraan arsip belum sepenuhnya diorganisir secara tepat 
khususnya dalam hal pengendalian. Keperluan akan warkat dan penyelenggaraannya 
berbeda-bedakeadaannya bagi setiap kantor. Meskipun penyelenggaraannya 
penyimpanan arsip itu berbeda-beda bagi setiap kantor, akan tetapi suatu prinsip yang 
harus yang harus dianut oleh setiap kantor dalam penyelenggaraan penyimpanan arsip 
adalah aman,awet,efisien dan luwes(fleksibel) seperti yang dikemukan oleh Ig Wursanto 
(1991:171). 
Dalam penyelenggaraan penyimpanan warkat dikenal tiga (3) macam asas yaitu: 
1. Asas Sentralisasi 
Penyimpanan arsip dengan menggunakan asas sentralisasi adalah penyimpanan arsip 
yang dipusatkan (central filing) pada unit tertentu. Jadi, penyimpanan arsip dari setiap 
unit yang ada didalam organisasi ( kantor) dipusatkan pada unit tertentu. Penyimpanan 
arsip berdasarkan asas sentralisasi mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. 
Keuntungan: 
a. Tanggung jawab penyimpanan warkat ada di pusat sehingga penyelenggaraan 
penyimpanan arsip lebih efektif. 
b. Penyelenggaraan penyeragaman prosedur dan peralatan lebih mudah. 
c. Penyelenggaraan penyimpanan arsip ditangani oleh tenaga-tenaga yang ahli, sehingga 
memenuhi syarat dalam tugasnya. 
d. Pengawasan dapat dilakukan dengan mudah,lebih efektif dengan prosedur 
pengawasan yang sederhana. 
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e. Karena dalam asas sentralisasi itu hanya dikenal saluran tunggal,maka kekeliruan-
kekeliruan dalam penyelenggaraan arsip dapat dicegah sekecil dan sedini mungkin. 
f. Dapat diperoleh berbagai penghematan dalam masalah 
biaya,perlengkapan,peralatan,ruang dan pegawai. 
Kelemahannya: 
a. Apabila masing-masing unit atau satuan kerja sewaktu-waktu membutuhkan 
warkat,tidak dapat dipenuhi karena berbagai hal,antara lain: 
1. Kemungkinan letak gedung tempat penyimpanan arsip jauh dari organisasi 
/kantor. 
2. Prosedur yang ditempuh kemungkinan terlalu panjang. 
b. Dalam menentukan arsip penting dan tidak penting antara pusat dengan masing-
masing unit satuan kerja kemungkinan berbeda,padahal pusat cenderung untuk 
menyingkirkan arsip-arsip yang dianggap tidak penting dan tidak dipergunakan oleh 
semua unit satuan kerja. 
2. Asas Desentralisasi 
Dengan asas desentralisasi ini penyimpanan arsip dilakukan oleh unit masing-masing. 
Sistem penyimpanan yang dipergunakan masing-masing unit kerja tergantung kepada 
ketentuan kantor yang bersangkutan. Untuk organisasi yang besar dengan ruang kantor 
yang terpisah-pisah letaknya, sistem penyelenggaraan arsip secara desentralisasi sangat 
sesuai dipergunakan. Disini semua kegiatan kearsipan, mulai dari pencatatan 
,penyimpanan, peminjaman, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan dilaksanakan 
oleh unit kerja masing-masing dan ditempat unit kerja masing-masing. 
Keuntungannya: 
a. Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing. 
b. Keperluan akan arsip mudah terpenuhi,karena  berada pada unit kerja sendiri. 
c. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan ,karena arsipnya sudah dikenal baik. 
Kelemahannya: 
a. Penyimpanan arsip tersebar diberbagai lokasi dan dapat menimbulkan duplikasi 
arsip yang disimpan. 
b. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip disetiap unit kerja, 
sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sukar dijalankan. 
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c. Penataan dan latihan kearsipan perlu diadakan karena petugas-petugas umumnya 
bertugas rangkap dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kearsipan. 
d. Kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja dan ini merupakan 
pemborosan. ( Zulkifli Amsyah,1998:18). 
3.Asas Campuran 
Asas campuran merupakan asas kombinasi antara asas sentralisasi dan desentralisasi. 
Dalam asas campuran tiap-tiap unit satuan kerja dimungkinkan menyelenggarakan 
sendiri-sendiri penyelenggaraan penyimpanaan arsipnya karena mempunyai spesifikasi 
tersendiri,sedangkan penyimpanan arsip untuk unit-unit satuan kerja yang tidak 
mempunyai spesifikasi tersendiri disentralisasikan. Tujuan penyimpanan warkat dengan 
asas campuran ini adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam 
asas sentralisasi dan desentralisasi. 
Dalam asas campuran ini terdapat dua pola kombinasi,yaitu: 
a. Sebagian besar unit satuan kerja menyelenggarakan penyimpanan 
arsipnya sendiri-sendiri dan hanya sebagian kecil unit satuan kerja 
yang menyelenggarakan penyimpanan arsipnya secara sentralisasi 
(dipusatkan). 
b. Sebagian unit satuan kerja menyelenggarakan penyimpanan arsipnya 
secara sentral  (dipusatkan) dan hanya sebagian kecil yang 
menyelenggarakan penyimpanan arsipnya secara desentralisasi. 
b.Sistem Penyimpanan Arsip 
Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan arsip agar 
kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan arsip yang sudah 
disimpan dapat dilakukan dengan cepat bilamana arsip tersebut sewaktu-waktu 
diperlukan. Menurut Zulkifli Amsyah(1998:71) sistem penyimpanan pada prinsipnya 
adalah menyimpan berdasarkan kata tangkap (caption) dari arsip yang disimpan baik 
berupa huruf maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu. Pada dasarnya ada 2 
(dua) jenis urutan,yaitu abjad dan urutan angka. 
Sistem penyimpanan yang berdasarkan urutan abjad adalah sistem-nama (sering 
disebut sistem abjad), sistem geografis dan sistem subjek. Sedangkan yang berdasarkan 
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urutan angka adalah sistem numerik,sistem kronologis dan sistem subjek numerik (sistem 
subjek dengan kode nomor). 
Menurut Ig Wursanto (1991:87-88) penyimpanan arsip hendaknya dilakukan dengan 
mempergunakan suatu sistem tertentu yang memungkinkan: 
a. Penemuan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu 
diperlukan. 
b. Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan 
mudah. 
c. Pengembalian arsip ke tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan 
mudah. 
Sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan oleh masing-masing organisasi 
berbeda-beda,hal ini dikarenakan: 
1. Tujuan masing-masing organisasi berbeda beda,yang mengakibatkan 
perbedaan jenis kegiatan. 
2. Volume pekerjaan tidak sama. 
3. Jenis peralatan yang digunakan tidak sama. 
4. Kurang tersedianya tenaga ahli kearsipan dari masing-masing 
organisasi. 
5. Kondisi fisik dari masing-masing organisasi berbeda-beda. 
Dalam menentukan sistem penyimpanan arsip yang akan digunakan oleh suatu 
organisasi seperti yang dikemukakan oleh Sutarto (1992:195) tentunya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor seperti faktor besar kecilnya organisasi,luas sempitnya kegiatan, volume 
surat, tenaga kearsipan yang tersedia, dan peralatan yang dimiliki. Namun hal yang 
paling penting adalah apapun sistem penyimpanan yang hendak dipakai haruslah 
menjamin kelancaran kerja, dalam arti arsip harus dapat ditemukan kembali dengan cepat 
setiap saat dibutuhkan. Jangka waktu yang baik dalam menemukan kembali suatu arsip 
ialah tidak lebih dari satu menit. Sutarto (1992:175) mengungkapkan ada 12 macam 
sistem penyimpanan arsip yaitu: 
1. Sistem penyimpanan arsip menurut abjad. 
2. Sistem penyimpanan arsip menurut abjad benomor. 
3. Sistem penyimpanan arsip menurut pokok soal. 
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4. Sistem penyimpanan arsip menurut wilayah. 
5. Sistem penyimpanan arsip menurut tanggal. 
6. Sistem penyimpanan arsip menurut nomor urut. 
7. Sistem penyimpanan arsip menurut dua nomor akhir. 
8. Sistem penyimpanan arsip menurut tiga nomor akhir. 
9. Sistem penyimpanan arsip menurut dua nomor tengah. 
10. Sistem penyimpanan arsip menurut nomor persepuluhan. 
11. Sistem penyimpanan arsip menurut nomor berkode/ berabjad. 
12. Sistem penyimpanan arsip menurut suara. 
Menurut The Liang Gie (1990:147-148) dengan singkat proses penyimpanan arsip 
adalah sebagai berikut : 
1. Pembacaan Surat dan Pembuatan Tanda 
Kalau diujung kiri surat sudah ada kalimat yang menunjukkan pokok suratnya,maka 
salah satu perkataan yang merupakan intinya hendaknya digaris dibawahnya dengan 
potlot merah. 
2. Pencatatan Dalam Kartu 
Setelah ditentukan nama orang/organisasi atau pokok soalnya lalu dilakukan 
pencatatan dalam arsip. Lalu kartu itu disusun menurut abjad. Antara abjad yang satu 
dengan yang berikutnya sebaiknya diberi kartu batas. Ini akan lebih mempercepat dalam 
mencari sesuatu kartu,kalau perlu dibuatkan pula kartu-kartu penunjuk. 
3. PenyimpananSurat Dalam Berkas 
Berkas yang lebih praktis ialah tanpa jepitan. Ini akan mengurangi waktu dan tenaga 
dalam membuat lubang pada surat-surat dan memasangkannya dalam jepitan. 
 
c. Prosedur Penyimpanan 
Prosedur penyimpanan adalah langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan 
sehubungan dengan akan disimpannya suatu arsip. Prosedur tersebut dapat dilakukan 
oleh satu orang atau sekelompok orang yang membagi tugas masing-masing sesuai 
fungsi-fungsi organisasi dan jumlah dokumen yang ditangani. Menurut Zulkifli Amsyah 
(1998;141-145) prosedur penyimpanan meliputi : 
1. Memeriksa 
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Mula-mula semua surat atau dokumen yang akan disimpan diperiksa secara teliti 
apakah surat atau dokumen itu memang benar-benar sudah seharusnya disimpan. Hal ini 
perlu dilakukan untuk menghindarkan agar surat atau dokumen yang masih dalam proses 
atau yang masih harus diedarkan ke unit-unit kerja lain jangan sampai masuk ketempat 
penyimpanan. 
2. Mengindeks 
Sesudah jelas bahwa surat memang sudah boleh disimpan maka surat-surat perlu 
diindeks. Mengindeks adalah memilih kata tangkap untuk penunjuk (guide) pada label 
map. 
3. Mengkode 
Mengkode adalah pekerjaan memberi tanda atau kode terhadap kata tangkap yang 
dipilih pada pekerjaan mengindeks, atau menambahkan kata-tangkap baru yang 
sebelumnya tidak terdapat pada surat. Kode atau tanda yang dicantumkan adalah dalam 
bentuk garis gelombang dengan warna lain dari warna tinta ketikan pada surat. 
4. Menyortir 
Penyortiran hanya dilakukan bilamana jumlah surat yang akan disimpan cukup 
banyak. Langkah ini diadakan untuk memudahkan pekerjaan petugas, sehingga tidak 
perlu bolak-balik dari meja ke almari arsip tetapi cukup sekali jalan membawa surat-surat 
dari kode yang bersamaan. Didalam pekerjaan sortir ini hendaknya sudah dibedakan yang 
mana surat atau dokumen untuk dimasukkan kedalam map campuran dan map indiidu. 
5. Menempatkan 
Pekerjaan ini memerlukan ketelitian,sebab sekali dokumen (surat dan non surat) salah 
letak didalam penyimpanan,maka dokumen tersebut nyata-nyata berarti “hilang”. 
Dokumen yang sudah hilang didalam file sangat sukar ditemukan, apalagi pada file yang 
volumenya besar. 
Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi/instansi,terkadang arsip yang sudah lama 
disimpan masih diperlukan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah atau 
persoalan. Untuk itu kita harus mengetahui fungsi dari arsip-arsip tersebut. Berdasarkan 
fungsinya arsip dapat dibedakan menjadi 2 yaitu arsip dinamis dan arsip statis. 
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Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam 
penyusunan perencanaan,pelaksanaan kegiatan pada umumnya atau dalam 
penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan (A.W Widjaja,1993:101) 
Oleh A.W Widjaja (1993:101-102) berdasarkan nilai yang senantiasa berubah yang 
dipakai sebagai kriteria untuk arsip dinamis, sebenarnya arsip dinamis dapat dirinci lagi 
menjadi : 
1. Arsip aktif ,yaitu arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi 
kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolah dari suatu 
organisasi/kantor. 
2. arsip semi aktif,yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai 
menurun. 
3. Arsip in aktif,yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus menerus 
atau frekuensi penggunaannya sudah jarang atau hanya digunakan sebagai 
referensi saja. 
Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan langsung dalam perencanaan, 
penyelenggaraan kegiatan maupun untuk penyelenggaraan pelayanan ketata usahaan 
dalam rangka penyelenggaraan kehidupan kebangsaan ataupun penyelenggaraan sehari-
hari administrasi negara. Arsip ini tidak lagi berada  pada organisasi atau kantor pencipta 
arsip tersebuta akan tetapi berada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ARNAS). 
Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik,maka petugas penata arsip 
mempunyai kewajiban terhadap : 
a. Penyimpanan berkas surat dinas. 
b. Pemeliharaan dan pengendalian berkas surat dinaas. 
c. Penyusutan dan pemusnahan berkas surat dinas yang sudah tidak diperlukan lagi. 
d. Penemuan kembali berkas surat dinas yang disimpan. 
 
3. Penyusutan Arsip 
Menurut arsip nasional RI penyusutan arsip berarti pemindahan arsip-arsip dari file 
aktif ke file inaktif atau pemindahan arsip-arsip dari unit pengolah ke pusat penyimpanan 
arsip( Ig Wursanto,1995:209). Sedangkan menurut Bashir Barthos(1990,8) penyusutan 
adalah proses kegiatan penyiangan arsip/berkas untuk memisahkan arsip aktif dari arsip 
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inaktif serta menyingkirkan arsip-arsip tidak berguna berdasarkan jadwal retensi arsip.   
Setiap unit  dalam suatu organisasi tentunya memiliki arsip. Sejalan dengan 
perkembangan organisasi maka arsip-arsip tersebut akan terus bertambah dan 
berkembang. Tidak semua arsip tersebut tidak memiliki guna abadi dan pada suatu saat 
arsip-arsip tersebut akan habis kegunaannya. Arsip-arsip yang sudah tidak memiliki 
kegunaan lagi harus segera disingkirkan  atau dimusnahkan. Karena jika hal itu tidak 
dilakukan maka akn menimbulkan masalah-masalah bagi organisasi tersebut. Masalah-
masalah yang timbul antara lain akan terjadi pemborosan tempat,tenaga serta biaya 
perawatan terhadap arsip-arsip tersebut. 
Dalam melakukan penyusutan hendaklah memperhatikan  hukum-hukum yang 
berlaku. Salah satu cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan memperhatikan jadwal 
retensi arsip.menurut The Liang Gie (1990:153) langkah yang pertama-tama  harus 
dilakukan dalam proses penyusutan arsip itu ialah menggolong-golongkan semua arsip 
dari sesuatu organisasi dalam kelas-kelas tertentu menurut urutan pentingnya. 
Penggolongan yang banyak dipakai ialah pembagian dalam 4 tingkat yang berikut : 
a. Warkat vital. 
b. Warkat penting. 
c. Warkat berguna. 
d. Warkat tidak berguna. 
Menurut A.W Widjaja (1993:180) penyingkiran atau penyusutan dapat berupa 
pemindahan arsip dari tempat arsip aktif ketempat arsip pasif dan pemusnahan arsip pasif 
yang benar-benar sudah tidak memiliki guna sama sekali. Dalam pasl 3 UU No 7 tahun 
1971 dirumuskan bahwa tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan  bahan 
pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan 
kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi 
kegiatan pemerintah. Ini mengandung konsekuensi bahwa perlu diadakan pengaturan 
pemeliharaan dan pengamanan yang sebaik-baiknya. 
Dengan demikian terhadap arsip yang benar-benar sudah tidak bernilai guna dapat 
disusutkan berdasarkan jadwal retensi melalui prosedur dan tata cara yang jelas dan sah. 
Peningkatan jumlah arsip,baik yang diciptakan maupun yang diterima akan menimbulkan 
berbagai masalah bila tidak diimbangi dengan penyusutan dan pemusnahan. Untuk dapat 
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melakukan penyusutan dan pemusnahan diperlukan adanya jadwal retensi arsip. Jadwal 
retensi arsip adalah suatu daftar yang memuat kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok 
arsip disimpan atau dimusnahkan. Jadwal retensi arsip mempunyai tujuan untuk : 
1. Penyisihan arsip-arsip dengan tepat bagi arsip-arsip yang tidak memiliki 
jangka waktu simpan lama. 
2. Penyusutan sementara arsip-arsip yang tidak diperlukan lagi bagi kepentingan 
administrasi. 
3. Pemilihan arsip-arsip yang bernilai permanen.(A.W Widjaja 1993:121). 
 
a. Pemindahan Arsip 
Dalam penyimpanan arsip terdapat dua kegiatan pokok yaitu pemindahan dan 
pemusnahan arsip. Arsip-arsip yang masih aktif dikelola dan disimpan pada unit kerja 
masing-masing, sedangkan arsip yang sudah tidak aktif (inaktif) dikelola dan disimpan 
pada unit arsip sentral. Dengan demikian akan selalu ada perpindahan (transfer) arsip dari 
file aktif ke file inaktif. 
Menurut A.W Widjaja (1993:183-184) ada dua jenis cara pemindahan arsip, yaitu: 
1) Berkala. 
Pemindahan berkala adalah pada selang waktu tertentu dilakukan pemindahan dari 
lemari arsip aktif ke lemari arsip pasif ataupun keruang lain khusus untuk itu.pada jenis 
ini pemindahan dibedakan 3 macam cara,yaitu : 
a) Pemindahan satu kali. 
Pemindahan berkala satu kali adalah dalam jangka waktu tertentu setelah masa 
penyimpanan yang telah ditentukan  berakhir, kemudian seluruh arsip dipindahkan dari 
lemari arsip aktif keruang lain khusus untuk itu. 
b) Pemindahan dua kali. 
Pemindahan berkala dua kali adalah dalam jangka waktu tertentu setelah masa 
penyimpanan yang telah ditentukan dalam pemindahan berkala satu kali berakhir, 
sebagiannya dipindahkan lagi untuk waktu tertentu keruang lain khusus untuk itu, 
pemindahan dilakukan susul menyusul. 
c) Pemindahan maksimum minimum. 
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Pemindahan berkala maksimum minimum adalah dalam jangka waktu tertentu 
dilakukan pemindahan dari lemari arsip aktif ke lemari arsip pasif atau ruang lain khusus 
untuk itu, dengan memperhatikan arsip yang bertanggal antara batas minimum  dan 
maksimum waktu penyimpanan. 
2) Berulang-ulang. 
Pemindahan arsip berulang-ulang adalah pada selang waktu yang tidak tentu 
dilakukan pemindahan arsip dari lemari arsip aktif ke lemari arsip pasif atau ruang 
khusus untuk itu. 
Dalam pemindahan arsip, prinsip yang harus dipegang adalah: 
a. Apabila kantor tidak mempunyai unit sentral arsip, arsip yang inaktif hanya 
dipisahkan letaknya dariarsip aktif. 
b. Untuk kantor yang mempunyai unit sentral arsip, maka pemindahan berarti berpindah 
tempat dan pengawasan dari unit kerja ke unit sentral arsip. 
Dalam pemindahan arsip dari unit kerja ke unit sentral arsip perlu dibuatkan 2 
dokumen yaitu : 
1. Berita acara pemindahan arsip. 
2. Daftar jenis arsip yang diserahkan (zulkifli Amsyah, 1998 :216-217). 
 
b. Pemusnahan Arsip. 
Memusnahkan arsip adalah  aktivitas menghancurkan arsip yang telah habis guna. 
Pelaksanaan pemusnahan dapat dilakukan dengan cara : 
1. Membakar arsip. 
2. Menghancurkan arsip dengan bahan kimia. 
3. Menghancurkan arsip dengan mesin penghancur kertas. 
Dalam pemusnahan arsip hal yang terpenting yaitu arsip harus sama sekali tidak dapat 
terbaca lagi sehingga sudah tidak dapat digunakan  untuk tujuan apapun. 
Prosedur pemusnahan arsip menurut Zulkifli Amsyah (1998:218) terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut : 
1. Seleksi. 
2. Pembuatan daftar jenis arsip yang dimusnahkan (daftar pertelaan). 
3. Pembuatan berita acara pemusnahan. 
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4. Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi. 
Pemusnahan dilaksanakan oleh penanggungjawab kearsipan dan 2 (dua) orang saksi 
dari unit kerja lain. Setelah pemusnahan selesai dilaksanakan, berita acara dan daftar 
pertelaan ditandatangani oleh penanggung jawab pemusnahan bersama saksi-saksi (2 
orang). 
Menurut sutarto (1992:263) didalam buku petunjuk teknis tata kearsipan dinamis 
tentang masalah pemusnahan dikemukakan sebagai berikut : 
a. Pemusnahan arsip dapat dilakaukan oleh unit pengolah terhadap arsip-arsip yang 
dianggap tidak penting bagi unit pengolah yang bersangkutan ,maupun bagi 
kepentingan organisasi secara keseluruhan. 
b. Sebelum dimusnahkan daftar inventarisasi  arsip yang dimusnahkan disampaikan 
kepada pusat penyimpanan arsip untuk ditelaah,Penelaahan ini dimaksudkan untuk 
meniliti kembali apakah terdapat arsip-arsip yang dianggap penting oleh pusat 
penyimpanan arsip. 
c. Apabila telah mendapat persetujuan oleh pimpinan, arsip-arsip dapat dimusnahkan 
dengan membuat berita acara pemusnahan arsip. 
d. Arsip-arsip yang dimusnahkan harus benar-benar musnah pelaksanaannya dapat 
diselenggarakan dengan dibakar,dicacah, atau dilebur 
Keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah : 
1. Penghematan penggunaan ruangan kantor. 
2. Penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan kearsipan. 
3. Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas bekerja 
dengan arsip (Zulkifli Amsyah, 1998 :211). 
Salah satu langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penyusutan arsip adalah 
menentukan penggolongan warkat. 
1) Menurut John  Cameron Aspley ada 4 macam golongan warkat,yaitu: 
a) Vital Records ( warkatarsip vital). 
b) Important Record (warkat penting). 
c) Useful Records (warkat berguna). 
d) Nomessontial Records (warkat tak penting). 
2) Menurut George R. Terry membaginya menjadi 4 golongan,yaitu: 
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a) Nonessential (tak penting). 
b) Helpful (berguna). 
c) Important (penting). 
d) Vital (vital) A.W Widjaja (1993:181). 
 
4. Fasilitas Kearsipan. 
Menurut Zakiah Daradjat fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya 
dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.Suhaisimi Arikonto 
berpendapat, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 
memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. 
( http://.com/2008/10/pengertian-fasilitas-belajar.html) 
Untuk membantu kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang 
dilaksanakan maka salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah tersedianya fasilitas 
yang baik. Demikian juga dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan , fasilitas merupakan 
faktor pendukungyang sangat penting keberadaannya. 
Karena kearsipan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ketatausahaan , maka 
alat-alat yang dipergunakan dalam bidang kearsipan pada dasarnya sebagian besar sama 
dengan alat-alat yang dipergunakan dalam bidang ketatausahaan pada umumnya.  
 
a) Peralatan Arsip. 
Menurut A.W Widjaja (1993:112-118) alatalat yang dipergunakan dalam bidang 
kearsipan antara lain : 
1) Folder ialah semacam map tetapi tidak mempunyai daun penutup.Pada folder 
terdapat tab,yaitu bagian yang menonjol pada sisi atas untuk menempatkan judul 
file yang bersangkutan. 
2) Guide yaitu petunjuk tempat berkas-berkas arsip disimpan,dan sekaligus 
berfungsi sebagai pemisah antara berkas-berkas tersebut.Guide juga mempunyai 
tab yang berguna untuk menempatkan atau mencantumkan judul atau kode 
klasifikasi dan disusun secara vertikal (berdiri). 
3) Tickler File yaitu alat semacam kotak  yang dipergunakan untuk menyimpan 
kartu-kartu kendali dan kart-kartu pinjam arsip. 
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4) Filling Cabinet yaitu dipergunakan untuk menempatkan folder yang telah berisi 
naskah-naskah / dokumen bersama dengan guide nya. 
5) Rak arsip yaitu tempat untuk penyimpanan berkas atau dokumen yang cara 
penataannya vertikal kesamping dari kiri ke kanan. 
6) Kartu kendali yaitu kartu yang terdapat kolom-kolom,indeks subyek,kode 
klasifikasi,tanggal terima,hal, isi ringkas,unit yang menangani arsip. 
7) Kartu penyimpanan arsip yaitu kartu yang dipergunakan untuk pinjam arsip, 
Kartu ini dibuat rangkap tiga masing-masing untuk: 
a. Disertakan pada surat yang dipinjam. 
b. Ditinggal pada penata arsip sebagai pengganti sementara arsip yang 
dipinjam. 
c. Pada berkas pengingat. 
Setiap pejabat yang memerlukan arsip harus diberi kartu pinjam arsip ini. 
b) Ruang Kearsipan. 
Disamping diperlukan fasilitas yang memadai dalam memperlancar kegiatan 
kearsipan hal yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya ruang kearsipan yang 
memenuhi syarat. Karena ruangan adalah bagian terpenting untuk menjaga keselamatan 
arsip. Karena arsip merupakan dokumen yang bsangat penting maka penyimpanannya 
tidak boleh disembarangan tempat,ruang penyimpanannya pun harus aman dari berbagai 
kerusakan. Ruang penyimpanan harus terhindar dari kemungkinan serangan 
api,air,serangga dan lain-lain. Tempat penyimpanan haruslah kering,terang, dan 
berfentilasi baik. 
Pengamanan (konservasi) arsip dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan 
sebelum terjadi kerusakan (preventive) dan perbaikan sesudah kerusakan terjadi 
(restoration). Dasar pikiran dari pencegahan adalah menciptakan lingkungan dimana 
musuh-musuh bahan arsip seperti kutu buku,rayap,serangga,jamur,cahaya matahari dan 
lain-lain tidak dapat secara leluasa merusak fisik arsip. Pencegahan dapat dilakukan  
dengan pengaturan temperatur,kelembaban udara,polusi,penyimpanan yang 
benar,pengaturan cahaya matahari, pengaturan penerangan buatan (lampu), pemeliharaan 
ruangan dan fumigasi. Untuk restorasi arsip dilakukan dengan berbagai jenis obat dan 
dilaminasi. Pengaturan udara ruang arsip yang terbaik adalah menggunakan AC (Air 
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Conditioner). Temperatur ruang arsip yang ideal adalah antara 50o-75o F dengan 
kelembaban relatif antara 50%-60% (Zulkifli Amsyah, 1998;196-197) 
 
5. Pegawai Kearsipan 
Pegawai arsip ialah pegawai dalam bidang kearsipan yang bertugas 
menerima,menyimpan,mengurus, memeklihara, mengawasi,serta melayani apabila 
sewaktu-waktu arsip-arsip dikeluarkan dan diperlukan(ig wursanto,1995:37)Didalam 
suatu organisasi arsip mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai bahan-bahan 
informasi dalam pengambilan keputusan. Karena peran arsip yang sangat penting bagi 
perusahaan, maka keberadaan pegawai kearsipan sangat berperan dalam kelangsungan 
hidup organisasi. Meskipun dalam suatu organisasi memiliki fasilitas dan ruangan yang 
memadai namun jika tidak disertai adanya pegawai kearsipan yang baik maka arsip tidak 
akan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Tenaga-tenaga dibidang kearsipan 
hendaknya terdiri dari tenaga-tenaga yang terlatih,tekun, dan suka bekerja secara detail 
tentang kearsipan. 
Menurut The Liang Gie (1972:30) pegawai kearsipan yang baik diperlukan sekurang-
kurangnya 4 syarat, yaitu: 
a. Ketelitian. 
Pegawai tersebut dapat membedakan perkataan-perkataan,nama-nama,atau angka-
angka yang sepintas lalu tampaknya sama. Untuk itu disamping sikap jiwa yang cermat 
ia harus pula mempunyai mata yang sempurna. 
b.Kecerdasan. 
Untuk ini memang tidak perlu suatu pendidikan yang sangat tinggi. Tapi sekurang-
kurangnya pegawai arsip harus dapat menggunakan pikirannya dengan baik,karena ia 
harus memilih kata-kata untuk suatu pokok soal. Selain itu daya ingatannya juga cukup 
tajam,sehingga ia tak melupakan sesuatu pokok soal yang telah ada kartu arsipnya. 
 
c. Kecekatan. 
Pegawai arsip harus mempunyai kondisi jasmani yang baik,sehingga ia dapat bekerja 
secara gesit. Lebih-lebih kedua tangannya, ia harus dapat menggunakan dengan leluasa 
untuk dapat mengambil arsip-arsip dari berkasnya secara cepat. 
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d.Kerapian. 
Sifat ini diperlukan agar kartu-kartu,berkas-berkas dan tumpukan arsip tersusun rapi. 
Surat yang disimpan dengan rapi,akan lebih mudah dicari kembali. Selain itu surat-
surat juga menjadi awet,karena tidak sembarangan ditumpuk saja sampai berkerut-kerut 
atau robek. 
Selain itu Littlefield dan peterson mensyaratkan 6 hal bagi pegawai-pegawai arsip, 
yaitu: 
1. Lulusan sekolah menengah dan mempunyai kecerdasan rata-rata yang 
normal. 
2. Memahami alfabet dengan baik dan mempunyai penglihatan yang cepat 
untuk membedakan perbedaan-perbedaan yang kecil dari nama-nama dan 
angka-angka yang tercantum pada arsip-arsip. 
3. Memiliki sifat kecermatan. 
4. Memiliki suatu pikiran yang tertarik pada perincian-perincian yang kecil. 
5. Memiliki sifat sebagai karyawan yang cepat dan rapi. 
6. Memiliki pertimbangan yang baik. 
 
C. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian. 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu jenis 
penelitian yang bermaksud untuk memberikan uraian mengenei suatu gejala sosial 
yang diteliti (Y.Slamet,2006:7). 
Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang prosesnya diawali dari pemilihan proyek 
penelitian,merumuskan pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan 
penelitian,pengumpulan data, dan kemudian menganalisisnya. 
2. Lokasi Penelitian. 
Penelitian dilakukan dikantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota 
Surakarta. Dengan pertimbangan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Kota Surakarta memilki peranan yang sangat penting bagi 
perkembangan dikota Surakarta itu sendiri. Sejauh mana kemampuan yang dimiliki 
pegawai BAPPEDA Kota Surakarta dalam menjalankan tugas,mengingat BAPPEDA 
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merupakan instansi pemerintah kota Surakarta. Bagaimana BAPPEDA menangani 
arsip-arsip yang berisi tentang perencanaan-perencanaan pembangunan, mengingat 
pembangunan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan suatu daerah. Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pengelolaan 
arsip-arsipyang sangat penting tersebut diperlukan tenaga kerja yang professional 
dibidang arsip. 
3. Sumber Data. 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
a) Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. 
Sumber data diperoleh dari hasil wawancara tak berstruktur  kepada staf 
BAPPEDA kota Surakarta yang memahami permasalahan dalam penelitian. 
Wawancara dilakukan untuk melengkapi data-data yang sudah ada. 
b) Dokumen. 
Data diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitioan 
ini,yaitu: 
1) Dokumen tentang arsip-arsip yang ada di BAPPEDA Kota 
Surakarta. 
2) Dokumen-dokumen perencanaan proyek-proyek pembangunan 
dari kelurahan, kecamatan dan SKPD di kota Surakarta. 
c) Buku-buku kepustakaan. 
Buku-buku kepustakaan merupakan hal yang sangat penting dalam 
mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan terutama data-data yang 
bersifat teoristis. 
4. Teknik Pengumpulan Data. 
a) Teknik Observasi partisipan. 
Yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan ikut 
mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diselidiki. 
Peneliti berlaku sungguh-sungguh seperti anggota dari kelompok yang akan 
diselidiki ( Hadari Nawawi,1995:104). 
b) Teknik komunikasi langsung. 
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Yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan 
mengadakan komunikasi langsung dengan subyek penyelidikan, baik didalam 
situasi yang sebenarnya maupun didalam situasi buatan (Winarno 
Surakhmad,1990:1330. 
c) Studi pustaka/ studi Dokumenter. 
Yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama 
berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat,teori, 
dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 
penyelidikan (Hadari Nawawi,1995:133). 
5. Metode Analisis Data. 
Dalam tahap analisis data ada tiga komponen pokok yaitu: 
a) Reduksi data. 
Yaitu merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data (kasar) 
yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan 
penelitian,yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. 
b) Penyajian data. 
Penyajian data merupakan suatu sekumpulan informasi yang 
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat suatu 
penyajian data akan dimengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk 
mengerjakan sesyatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 
pengertian tersebut. 
c) Penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data 
berakhir. Kesimpulan yang perlu diverivikasikan yang dapat berupa suatu 
pengulangan yang meluncur cepat,dengan melihat kembali sebentar pada 
fieldnote (HB Sutopo,1998:34-36). 
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BAB III 
DISKRIPSI INSTANSI 
 
 
 
A. Sejarah Berdirinya BAPPEDA 
Terbentuknya  daerah Surakarta sangat dipengaruhi pada masa pemerintahan kolonial 
Belanda. Setelah adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 dan perjanjian salatiga 1757,yang 
berujung pada pembagian kerajaan mataram menjadi tiga bagian yaitu; susuhunan 
Surakarta, kasultanan jogyakarta, Mangkunegaran. Pada tahun  1874 reorganisasi daerah 
Surakarta dilakukan oleh Pemerintah kolonial Belandayang kemudian ditetapkan dalam 
staad Blaad Nomor 37 tahun 1874 dan Nomor 9 tahun 1848. 
Reorganisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak lain hanyalah 
untuk memanfaatkan Pemerintah Daerah Surakarta agar membantu dan bekerjasama 
pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pemerintah kolonial belanda dapat 
mengendalikan pemerintah daerah surakarta. 
Setelah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah pusat melalui undang-undang no 16 
Tahun 1950 mengatur daerah kota surakarta. Undang-undang tersebut berisi tentang 
pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Tawa 
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Untuk membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang 
perencanaan pembangunan daerah surakarta maka dibentuklah badan yang menangani 
perencanaan pembangunan daerah surakarta. Berdasarkan keputusan presiden nomor 27 
Tahun 1980 dan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
063/32/1981 serta keputusan walikota Nomor 9Tahun 1981 tentang pembentukan 
BAPPEDA kota surakarta. 
 
 
B. Tugas dan Fungsi BAPPEDA. 
Sesuai peraturan walikota Surakarta Nomor 27 tahun 2008, tentang Pennjabaran 
Tugas Pokok, Funsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah kota 
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Surakarta. Adapun tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan BAPPEDA 
dengan sebaik-baiknya antara lain: 
1.Tugas BAPPEDA. 
Sesuai pasal 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan 
pembangunan. 
 
2.Fungsi BAPPEDA. 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ,maka sesuai pasal 3 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan. 
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. 
c. Perencanaan penataan ruang dan prasarana kota. 
d. Perencanaan bidang ekonomi. 
e. Perencanaan bidang sosial budaya. 
f. Pengelolaan data dan pelaporan. 
g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. 
h. Penyelenggaraan sosialisasi. 
Pembinaan jabatan fungsional. 
 
C. Susunan organisasi BAPPEDA kota Surakarta. 
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai yang tertulis 
dalam buku penjabaran tugas pokok, Fungsi dan tata kerja BAPPEDA kota Surakarta 
terdiri dari: 
a) Sesuai pasal 5 kepala badan, membawahkan : 
1) Sekretariat. 
2) Bidang penataan ruang dan prasarana kota. 
3) Bidang ekonomi. 
4) Bidang sosial budaya. 
5) Bidang Data dan Pelaporan. 
6) Bidang penelitian dan pengembangan. 
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7) Unit Pelaksasna Teknis Badan (UPTB). 
8) Kelompok jabatan fungsional. 
b) Sesuai pasal 8 ayat 1 sekretariat,membawahkan : 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2) Subbagian keuangan. 
3) Subbagian keuangan.subbagian umum dan kepegawaian. 
 
c) Sesuai pasal 14 Bidang Penataan ruang  dan Prasarana Kota, membawahkan : 
1) Subbidang penataan ruang dan lingkungan. 
2) Subbidang prasaran kota. 
 
d) Sesuai pasal 19 bidang ekonomi, membawahkan: 
1) Subbidang Investasi dan keuangan. 
2) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha. 
 
e) Sesuai pasal 24 bidang Sosial Budaya, membawahkan: 
1) Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan. 
2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat. 
 
f) Sesuai pasal 29 bidang Data dan Pelaporan, membawahkan: 
1) Subbidang Data dan Dokumentasi. 
2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan. 
 
g) Sesuai pasal 34 bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan: 
1) Subbidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan. 
2) Subbidang Prasarana Kota. 
 
h) Kelompok jabatan fungsional. 
Dalam pasal 38 kelompok jabatan Fungsional terdiri dari : 
Sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya. 
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D. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural. 
1.Kepala Badan. 
Kepala badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 dan 3. 
 
 
2.Sekretariat. 
Sesuai pasal 5 ayat 2 sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Didalam pasal 6 sekretariat 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan  administrasi, dan 
pelaksanaan dibidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, keuangan, umum dan 
kepegawaian. 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,didalam pasal 7 sekretariat  
memiliki fungsi : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan. 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. 
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Sesuai pasal 9 subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugaas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan 
dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi: koordinasi perencanaan 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan. 
 
Sesuai pasal 10 subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyaiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara  
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang keuangan,meliputi: 
pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi dilingkungan badan. 
 
Sesuai pasal 11 subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, , pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara  terpadu,pelayanan asdministrasi, dan pelaksanaan 
dibidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, 
hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan dilngkungan badan. 
 
3.Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota. 
Sesuai pasal 12 bidang penataan ruang dan prasarana kota memiliki tugas 
melaksanakan penyaiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan 
perencanaan dibidang penataan ruang dan lingkungan, serta prasarana kota. 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, didalam pasal 13 bidang penataan 
ruang dan prasaran kota mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 
pelaksanaan, perencanaan dibidang penataan ruang dan lingkungan. 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan 
pelaksanaan perencanaan dibidang prasarana kota. 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Sesuai pasal 15 subbidang penataan ruang dan lingkungan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
perencanaan dibidang penataan ruang dan lingkungan, meliputi: penyusunan perencanaa 
tata ruang dan lingkungan. 
 
Sesuai pasal 16  subbidang prasarana kota mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dibidanmg 
prasarana kota, meliputi: penyusunan rencana program pembangunan prasaran kota. 
 
4.Bidang Ekonomi. 
Sesuai pasal 17 bidang ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dibidang investasi dan 
keuangan, serta pengembangan dunia usaha. 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, didalam pasal 18 nbidang 
ekonomi mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan perencanaan dibidang invesatasi dan 
keuangan. 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan perencanaan dibidang pengembangan dunia 
usaha. 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 
sesuai dengan tugas  dan fungsinya. 
Sesuai pasal 20 Subbidang investasi dan keuangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan 
dibidang investasi dan keuangan meliputi : penyusunan  rencana program pembangunan 
investasi dan keuangan. 
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Sesuai pasal 21 subbidang pengembangan dunia usaha mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan 
dibidang dunia usaha, meliputi: penyusunan rencan pengembangan dunia usaha. 
 
5.Bidang Sosial Budaya 
Sesuai pasal 22 bidang sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dibidang pemerintahan dan 
kependudukan , dan kesejahteraan rakyat. 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, didalam pasal 23 bidang sosial 
budaya mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
dan pelaksanaan perencanaan dibidang pemerintahan dan 
kependudukan. 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan 
perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat. 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Sesuai pasal 25 subbidang pemerintahan dan kependudukan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
perencanaan dibidang pemerintahan dan kependudukan, meliputi: penyiapan bahan 
penyusunan perencanaan program/ proyek disektor ketataprajaan,tampung tantra, hokum, 
aparatur daerah, penerangan dan komunikasai sosial, ketenagakerjaan,ketransmigrasian 
dan administrasi kependudukan. 
 
Sesuai pasal 26 subbidang kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 
kesejahteraan rakyat, meliputi : penyiapan bahan penyusunan perencanaan program / 
proyek disektor kesehatan gizi, kesejahteraan sosial, peranan wanita, keagamaan, 
keluarga berencana dan kesejahteraaan keluarga. 
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6.Bidang Data dan Pelaporan. 
Sesuai pasal 27 bidang data dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan 
dokumentasi, dan evaluasi dan pelaporan. 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, didalam pasal 27bidang data dan 
pelaporan mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pel;aksanaan dibidang data dan dokumentasi. 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan dibidang evaluasi dan pelaporan. 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Sesuai pasal 30 subbidang data dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data 
dan dolumentasi, meliputi: pengkoordinasian, penghimpunan, pengolahan dan 
penyusunan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan pembangunan. 
 
Sesuai pasal 31 subbidang evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 
evaluasi dan pelaporan, meliputi: pengaturan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas 
pelaksanaan program pembangunan. 
 
7.Bidang Penelitian dan Pengembangan. 
Sesuai pasal 32 bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
dibidang sosial, budaya dan pemerintahan, ekonomi dan prasarana kota. 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, didalam pasal 33 bidang 
penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi: 
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang sosial,budaya dan pemerintahan. 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang ekonomi dan prasarana kota. 
c. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
Sesuai pasal 35 subbidang sosial, budaya dan pemerintahan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
dibidang sosial, budaya dan pemerintahan, meliputi: penyiapan dan pelaksanaan program 
penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan. 
 
Sesuai pasal 36 subbidang ekonomi dan prasarana kota mempunyai tugas melakukan 
penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang 
ekonomi dan prasarana kota, meliputi: penyiapan dan pelaksanaan program penelitian 
dan pengembangan bidang ekonomi, fisik dan prasarana. 
 
8.Kelompok Jabatan Fungsional. 
Sesuai pasal 37 kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
E. Tata Kerja. 
Sesuai pasal 39 kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagaian, dan 
kepala subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlakudan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota. 
 Sesuai pasal 40 kepala badan, sekretaris, kepala bidang,kepala subbagian, dan kepala 
subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen 
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 
Sesuai pasal 41 dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan, sekretaris, kepala 
bidang, kepala subbagian, kepala subbidang,pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip 
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koordinasi, intregasi dan sinkronisasi secar vertikal maupun horisontal baik kedalam 
maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi 
lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 
Sesuai pasal 42 ayat: 
1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang 
bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-
masing. 
2) Kepala badan, sekrertaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala subbidang 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada 
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain dilingkungan badan yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 
4) Setiapa laporan yang diterima oleh kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala 
subbagian, dan kepal subbidang dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan  laporan lebih lanjutdan dijadikan bahan untuk 
memeberikan petunjuk kepada bawahan. 
Sesuai pasal 43 sekretaris,kepala bidang,kepala UPTD, dan pejabat fungsional 
menyampaikan laporan kepada kepala badan dan berdasarkan hal tersebut sekretaris 
menyusun laporan berkala kepala badan kepada walikota melalui sekda. 
 
F. Kepegawaian. 
Sesuai pasal 44 jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sesuai pasal 45 kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala 
subbidang dan ketua kelompok jabatan fungsional dilingkungan badan diangkat dan 
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Table 1 
l 
 
JUMLAH KARYWAN BAPPEDA KOTA SURAKARTA MENURUT TINGKAT 
PENDIDIKAN. 
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 
SD 2 
SMP 1 
SLTA SEDERAJAT 7 
DIPLOMA I 0 
DIPLOMA II 0 
DIPLOMA III 2 
SARJANA/DIPLOMA IV 16 
STRATA 2 17 
STRATA 3 0 
TOTAL 45 
Sumber : subbagian umum dan kepegawaian Bappeda Kota Surakarta 
Sesuai dengan table diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan paling rendah 
pegawai Bappeda Kota Surakarta adalah SD dan tingkat Pendidikan paling tinggi 
pegawai Bappeda Kota Surakarta adalah Strata 3. Jumlah pegawai paling sedikit adalah 
yang berpendidikan SMP yakni dengan 1 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai yang 
paling banyak adalah yang berpendidikan strata 2 yakni 17 orang. 
 
Tabel 2 
 TABEL JUMLAH KARYAWAN BAPPEDA KOTA SURAKARTA BERDASARKAN 
JENIS KELAMIN 
Jenis kelamin Jumlah  
Laki-laki 25 
Perempuan 20 
jumlah 45 
Sumber:subbagian umum dan kepegawaian Bappeda Kota Surakarta 
Berdasarkan table diatas jumlah pegawai Bappeda Surakarta yang berjenis kelamin laki- 
laki lebih banyak dari pada jumlah pegawai Bappeda yang berjenis kelamin perempuan. 
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Tabel 3 
JUMLAH TABEL KARYAWAN BAPPEDA BERDASARKAN TINGKAT 
GOLONGAN 
 
GOLONGAN JUMLAH 
I 1 
II 5 
III 32 
IV 7 
TOTAL 45 
Sumber: msubbagian umum dan kepegawaian Bappeda Kota Surakarta. 
 
Berdasarkan table diatas pegawai yang golongannya paling rendah adalah pegawai 
dengan golongan I dan yang tinggi golongannya adalah pegawai dengan golongan IV. 
jumlah pegawai menurut tingkat golongan nya yang paling sedikit adalah pegawai 
dengan tingkat golongan I yaitu 1 pegawai sedangkan jumlah pegawai yang paling 
banyak menurut tingkat golongannya adalah pegawai dengan tingkat golongan III yaitu 
sebanyak 32 orang. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
 
Pengelolaan Arsip di Bappeda Kota Surakarta. 
Dalam bagian ini penulis akan mengungkapkan hasil penelitian selama masa 
magang di Bappeda Kota Surakarta. Hal-hal yang akan di bahas penulis antara lain 
meliputi : 
Penerimaan dan pencatatan arsip. 
Penyimpanan arsip. 
Penyusutan arsip. 
Fasilitas Kearsipan. 
Pegawai kearsipan. 
 
1.Penerimaan dan Pencatatan arsip. 
Didalam pembangunan suatu daerah perencanaan merupakan suatu hal yang sangat 
penting didalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 
tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan kerja sama dari semua 
elemen pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tercapai 
pembangunan yang merata dalam berbagai aspek. Sehingga akan tercapai kesejahteraan 
yang merata dalam berbagai bidang. 
Bappeda sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas  menyelenggarakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan 
setiap harinya menerima data-data dari berbagai SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
(SKPD) adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, 
dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola 
anggaran dan barang daerah. Selama masa magang penulis mengetahui data-data yang 
diterima dibidang sekretariat Bappeda kota Surakarta antara lain adalah data hasil 
Musyawarah Rencana Pembangunan( Musrenbang) baik kelurahan maupun kecamatan, 
Rencana kerja dari kelurahan,kecamatan, dinas instansi pemerintah lainnya, data RKPD, 
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Capaian dan target kinerja SKPD, evaluasi RKPD. Dibawah ini penulis akan 
menerangkan berkaitan dengan pengelolaan arsip-arsip tersebut. 
 
a. Proses Pengurusan data hasil musrenbangkel dan musrenbangcam. 
Dikantor Bappeda tiap-tiap kelurahan dan kecamatan dikota surakarta harus 
mengirimkan data hasil musrenbang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antara pelaku dalam rangka menyusun 
Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Musrenbang 
Kelurahan, yang selanjutnya disingkat Musrenbangkel adalah forum musyawarah 
perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan secara 
demokratis antara Stakeholders untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran 
berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan. 
Musrenbang Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Musrenbangcam adalah forum 
musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan 
secara demokratis antara Stakeholders untuk menyusun rumusan kegiatan pembangunan 
dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan dalam wilayah kecamatan 
disinergikan Rancangan awal Renja SKPD. 
Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas penerima data antara lain : 
1) Data hasil musrenbangkel/musrenbangcam diantar oleh kurir atau pegawai dari 
masing-masing kelurahan atau kecamatan. 
2) Petugas membaca sampul surat untuk memastikan jenis data yang dikirim. 
3) Memeriksa kelengkapan data yang dikirim apakah jumlahnya sudah sesuai 
dengan yang diminta atau belum. Jika belum petugas meminta kurir atau pegawai 
yang mengantar untuk mengirimkan kekurangannya atau menggandakan sendiri 
data tersebut. 
4) Menyortir data yang dikirim untuk memisahkan data hasil musrenbang sesuai 
dengan tahun berapa musrenbang tersebut dilaksanakan. 
5) Kelurahan atau kecamatan yang sudah mengirimkan data dengan lengkap dalam 
tanda terima diberi tanda(dicatat). 
 
b.Proses penerimaan Rencana kerja kelurahan dan kecamatan. 
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Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas penerima data antara lain meliputi:  
1) Data rencana kerja dikirim oleh kurir atau pegawai dari masing-masing 
kelurahan atau kecamatan,Data yang dikirim dalam bentuk prin out dan 
soft copy data base. 
2) Data diterima petugas oleh petugas, khusus untuk data dalam bentuk soft 
copy database diserahkan kepada operator tersendiri. 
3) Petugas memeriksa sampul surat untuk memastikan jenis data yang 
dikirim. 
4) Memeriksa jumlah data  print out yang dikirim apakah sudah sesuai 
dengan yang diminta atau belum,jika belum maka petugas meminta kurir 
atau pegawai yang mengantar untukl mengirimkan kekurangannya atau 
menggandakan sendiri dokumen tersebut. 
5) Kelurahan ataupun  kecamatan yang sudah mengirimkan data dengan 
lengkap dalam tanda terima diberi tanda (dicatat). 
Selama masa magang penulis mengetahui bahwa bentuk tanda terima hasil 
musrenbangkel/Cam, dan renja kelurahan serta kecanatan adalah seperti berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1 
Contoh tanda terima hasil musrenbangkel cam & renja kelurahankecamatan 
Hasil 
Musrenbangkel/Cam 
Tahun 2010 
Renja SKPD Tahun 
2011  
 
NO 
KELURAHAN 
Hasil 
Musrenbangkel 
Tahun 2009 Print 
Out     
Softcopy 
Database 
Print 
Out 
(rangkap 
Soft 
copy 
database 
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2)  
Kecamatan …         
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
c. Proses penerimaan data renja SKPD. 
Selain menerima data rencana kerja (renja) dari kelurahan dan kecamatan Bappeda 
Kota Surakarta juga menerima data rencana kerja dari dinas-dinas ataupun SKPD 
lainnya. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja 
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun.Langkah-langkah 
yang dilakukan petugas dalam penerimaan data antara lain meliputi : 
1) Data rencana kerja (renja) dikirim oleh kurir atau pegawai dari masing-
masing dinas atau SKPD. 
2) Data diterima oleh petugas, data yang dikirim dalam bentuk print out dan 
soft copy database (untuk data dalam bentuk softcopy data base ada 
operatornya tersendiri). 
3) Petugas memeriksa sampul untuk memastikan jenis data yang dikirim. 
4) Petugas memeriksa jumlah data yang dikirim apakah sudah sesuai dengan 
jumlah yang diminta atau belum,jika belum lengkap maka petugas 
meminta kurir atau pegawai yang bersangkutan mengirim data tersebut 
untuk mengirimkan kembali kekurangannya atau menggandakan sendiri 
dokumen tersebbut. 
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5) SKPD yang sudah mengirimkan data secara lengkap dalam daftar tanda 
terima dicatat atau diberi tanda. 
6) Berikut ini contoh tanda tanda terima data renja SKPD. 
Bagan 2 
Renja SKPD Tahun 2011 Operator No  SKPD / UPTD 
Print out 
(rangkap 2) 
Soft copy 
data base 
Nama Nomor HP 
      
      
      
      
      
      
      
d.Proses penerimaan data kebutuhan RKPD. 
Langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas  penerima data antara lain : 
1) Data RKPD dikirim oleh kurir atau pegawai dari masing-masing SKPD ke 
kantor Bappeda  Kota Surakarta di bidang sekretariat. 
2) Data yang dikirim dalam bentuk print out dan softcopy Database,untuk 
data dalam bentuk database ada operator tersendiri. 
3) Data diterima petugas, kemudian petugas memeriksa sampul surat unutk 
memastikan jenis data yang dikirim. 
4) SKPD yang sudah mengirimkan data segara lengkap, dalam tanda 
terimanya di catat atau diberi tanda 
Bagan 3 
Berikut ini contoh tanda terima data RKPD. 
DATA RKPD No UNSUR 
PRINT 
OUT 
SOFT COPY 
PARAF 
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e. Proses penerimaan data hasil evaluasi RKPD. 
Langkah-langkah yang dilakukan petugas penerima data antara lain : 
1) Data evaluasi RKPD dikirim oleh kurir atau peagawai  dari masing-
masing SKPD atau dinas ke kantor Bappeda Kota Surakarta. 
2) Data yang dikirim dalam bentuk print out dan softcopy database,untuk 
data softcopy database ada operator tersendiri. 
3) Petugas memeriksa sampul surat untuk memastikan jenis data yang 
dikirim. 
4) SKPD atau dinas yang sudah mengirimkan data evaluasi RKPD dalam 
tanda terima dicatat atau diberi tanda. 
f. Proses Penerimaan data Capaian dan Target kinerja SKPD. 
Langkah-langkah yang dilakukan petugas penerima data antara lain : 
1) Data capaian dan target kinerja SKPD dikirim oleh kurir atau pegawai dari 
SKPD yang bersangkutan. 
2) Data yang dikirim dalam bentuk print out dan softcopy exel. 
3) Petugas memeriksa sampul surat untuk memastikan jenis data yang 
dikirim. 
4) Petugas memeriksa jumlah data yang dikirim apakah sudah sesuai dengan 
yang diminta atau belum,jika belum maka petugas meminta kepada kurir 
atau petugas yang mengantar data untuk melengkapi kekurangannya atau 
menggandakan sendiri kekurangannya. 
5) SKPD yang sudah mengirimkan data dengan lengkap didalam tanda 
terima dicatat atau diberi tanda. 
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Berikut ini contoh tanda terima hasil evaluasi RKPD dan capaian target 
kinerja SKPD. 
Bagan 4 
Evaluasi Pelaksanaan 
RKPD 
Capaian& Target Kinerja NO SKPD 
Print out 
(rangkap 2) 
Soft copy 
exel 
Print out 
(rangkap 2) 
Soft copy 
exel 
      
      
      
      
 
2.Penyimpanan Arsip. 
a. Asas Penyimpanan Arsip. 
Di Bappeda Kota Surakarta asas yang digunakan adalah asas campuran. Dalam asas 
ini semua surat yang masuk diterima oleh bidang sekretariat. Surat-surat tersebut dicatat 
terlebih dahulu berdasarkan pola klasifikasi yang ada. Setelah surat diperiksa, kemudian 
surat-surat tersebut diedarkan atau didistribusikan kepada unit-unit atau bidang-bidang 
yang ada di Bappeda Kota Surakarta. Sehingga tiap-tiap unit atau bidang yang ada di 
Bappeda Kota Surakarta diberikan kepercayaan untuk mengelola arsipnya masing-
masing. Tetapi tidak semua bidang atau unit di Bappeda Kota Surakarta mempunyai 
spesifikasi khusus. Untuk bidang-bidang yang tidak mempunyai spesifikasi khusus arsip 
dikelola oleh bidang sekretariat. 
Dengan menggunakan asas campuran ini maka pengelolaan arsip dapat dilakukan 
sesuai kebutuhan unit kerja sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Arsip aktif dan 
arisp inaktif juga dipisahkan sehingga arsip ditempat kerja dapat diketahui tingkat 
penggunaannya. 
Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bagian umum dan kepegawaian 
Bappeda Kota surakarta asas campuran digunakan di Bappeda Kota surakarta karena 
dengan asas penyimpanan campuran dapat memudahkan pencarian arsip bila dibutuhkan 
(wawancara tanggal 24 februari 2010). 
Keuntungan yang diperoleh Bappeda dalam pemakaian asas campuran ini menurut 
kepala subbagian umum dan kepegawaian Bappeda Kota Surakarta antara lain : 
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1) Lebih dapat menghemat peralatan arsip yang disimpan dimasing-masing bidang. 
2) Arsip-arsip yang berisi tentang laporan perencanaan pembangunan daerah yang 
dilakukan Bappeda Kota Surakarta secara keseluruhan atau tidak hanya 
melibatkan satu bidang atau satu bagian saja maka sistem penyimpanannya dapat 
diseragamkan. 
3) Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-
masing.Unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja yang memiliki spesifikasi 
tertentu.(wawancara tanggal 24 februari 2010). 
b.Sistem Penyimpanan Arsip. 
Sistem penyimpanan arsip di Bappeda Kota Surakarta menggunakan sistem subjek. 
Sistem ini berdasarkan pokok masalah yang ada karena arsip-arsip di Bappeda Kota 
Surakarta meliputi perencanaan pembangunan,rencana kerja, hasil evaluasi RKPD, 
capaian dan target kinerja.  
Untuk arsip yang berupa surat- surat dinas seperti yang dikemukakan oleh kapala 
sub bagian umum dan kepegawaian Bappeda Kota Surakarta arsip- arsip disimpan 
berdassarkan pola klasifikasi yang ada dengan sistem nomor. Nomor tersebut adalah 
nomor arsip yang telah disesuaikan dengan pola klasifikasai yang digunakan didaerah 
tingkat I propinsi jawa tengah( wawancara tanggal 26 februari 2010). 
Selama masa magang penulis mengetahuai bahwa arsip arsip di Bappeda Kota 
Surakarta disimpan kedalam map yang terpisah-pisah. Sehingga apabila sewaktu-waktu 
arsip tersebut diperlukan arsip tersebut dapat dengan mudah ditemukan dan tidak 
membutuhkan waktu yang lama.Map-map tersebut diberi nama sesuai dengan jenis data 
yang akan disimpan kedalam map tersebut. Selain itu map juga dipisah-pisahkan menurut 
bidang-bidang dari SKPD yang ada. Data rencana kerja disimpan kedalam map yang 
bertuliskan “Renja SKPD” dan sebagainya. Selain itu juga harus dipisah-pisahkan 
menurut bidang-bidang dari setiap SKPD. Missal dinas kesehatan mengirimkan data 
rencana kerja,maka data tersebut dimasukkan kedalam map yang diberi judul “Renja 
SKPD bidang sosial budaya” karena dinas kesehatan termasuk SKPD dalam bidang 
sosial budaya. 
Dengan demikian apabila suatu saat ada pegawai yang mencari data rencana kerja 
SKPD maka data tersebut dapat dicari pada map”Renja SKPD”sesuai dengan bidang 
SKPD yang dimaksud. Dalam hal ini agar lebih mempermudah pencarian maka pada sisi 
kanan bawah data rencana kerja diberi nomer  urut SKPD sesuai dengan yang tertulis 
dalam tanda terima. Misal didalam tanda terima Rencana Kerja  SKPD dinas kesehatan 
berada pada nomer urut 21 maka pada sisi kanan bawah data rencana kerjadinas 
kesehatan diberi nomer 21 menggunakan spidol bewarna merah dan dilingkari.  
Seperti yang dikemukakan staf Bappeda subbagian perencanaan, evaluasi, dan 
pelaporan hal ini bermaksud untuk lebih mempermudah dalam pengembilan arsip apabila 
sewaktu-waktu diperlukan.(wawancara tanggal 2 maret 2010). 
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Berikut adalah pola klasifikasi arsip yang ada di Bappeda kota surakarta sesuai dengan 
pola klasifikasi arsip daerah tingkat I jawa tengah: 
000    : umum. 
100    : pemerintah. 
200    : politik. 
300    : keamanan. 
400    : kesejahteraan. 
500    : perekonomian. 
600    : pekerjaan umum dan ketenagakerjaan. 
700    : pengawasan. 
800    : kepegawaian. 
900    : keuengan. 
c. Prosedur Penyimpanan Arsip. 
Prosedur penyimpanan arsip perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari 
ketidak teraturan,agar lebih terarah,serta memudahkan pelaksanaan kearsipan. Prosedur 
penyimpanan arsip pada organisasi satu dengan organisasi lainnya biasanyan hampir 
memiliki kesamaan. Yang dimaksud prosedur dalam kegiatan ini adalah kegiatan 
pengolahan arsip sebelum marsip-arsip tersebut disimpan dalam filling cabinet atau 
lemari arsip. 
Selama masa magang peneliti mengetahui bahwa prosedur penyimpanan arsip 
dikantor Bappeda Kota Surakarta meliputi langkah-langkah memeriksa, mengindeks, 
mengkode, menyortir, menempatkan. 
1) Memeriksa. 
Kegiatan yang mula-mula dilakaukan oleh petugas arsip di Bappeda Kota Surakarta 
sebelum melakukan penyimpanan terhadap arsip adalah memeriksa arsip dengan teliti. 
Dalam hal ini petugas arsip memastikan atau meniliti kelengkapan data yang dikirim. 
Apakah jenis data yang dikirim sudah sesuai dengan yang diminta, memeriksa 
kelengkapan jumlah arsip yang dikirim apakah sudah sesaui yang diminta atau belum. 
Jangan sampai jenis data yang dikirim salah dan jumlahnya kurang. Jika dsata yang 
dikirim tidak sesuai dengan yang diminta dan jumlah data yang dikirim kurang, maka 
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petugas arsip di Bappeda Kota Surakarta meminta kepada kurir atau yang mengantar 
surat/data tersebut untuk mengirim jenis data dan jumlah sesuai yang diminta. 
 
2) Mengindeks. 
Setelah arsip diperiksa dan diteliti serta sudah sesuai dengan yang diminta baik 
jenis maupun jumlahnya,maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petugas  arsip di 
Bappeda Kota Surakarta adalah mengindeks. Hal yang dilakukan oleh petugas arsip di 
Bappeda Kota Surakarta dalam kegiatan mengindeks ini adalah memilih kata tangkap 
untuk penunjuk (guide) pada label map. Kata tangkap yang dipakai dalam kegiatan 
mengindeks ini  biasanya adalah sesuai dengan jenis data. Selain itu juga ditentukan 
berdasarkan bidang-bidang dari masing-masing SKPD yang ada. Misalnya untuk data 
evaluasi RKPD maka petugas arsip di Bappeda Kota Surakartamemilih kata tangkap 
“evaluasi RKPD” pada label mapnya. Selain itu juga menuliskan nama-nama SKPD 
sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
Berikut adalah nama-nama SKPD berdasarkan denganbidangnya masing-masing. 
a) Bidang sosisal budaya, meliputi SKPD: 
Bappermas,PP,PAdan KB. 
Dinas Kesehatan Kota(DKK) terdiri dari: 
UPTD Instalasi farmasi. 
UPTD Laboratorium Kesehatan. 
UPTD PKM. 
UPTD Puskesmas(terdiri dari 20 puskesmas). 
RSUD. 
Disdikpora+5 cab Dinas. 
Disbudpar+ UPTD kawasan Wisata. 
Bagian Umum. 
Bagian Pemerintahan Umum. 
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. 
Bagian Humas dan Protokol. 
Sekretariat DRPD. 
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). 
lxii 
 
Dinsosnakertrans. 
Kantor arsip dan perpusda. 
Kantor kesbangpol dan linmas. 
Satpol PP. 
b) Bidang Ekonomi meliputi SKPD: 
Dinas Koperasi dan UMKM. 
Dinas Pengelolaan Pasar (DPP). 
Disperindag. 
Dinas Pertanian, terdiri dari: 
UPTD Laboratorium kesehatan hewan. 
UPTD Rumah Potong Hewan. 
UPTD aneka usaha pertanian. 
Kantor ketahanan pangan. 
Kantor penanaman modal. 
Bagian Administrasi Perekonomian. 
c) Bidang Litbang meliputi SKPD: 
Bappeda. 
Inspektorat. 
DPPKA. 
Bagian Organisasi. 
Bagian Hukum dan HAM. 
Bagian Kerjasama. 
d) Bidang PRPK meliputi SKPD: 
DPU. 
DKP. 
DTRK. 
Badan Lingkungan Hidup. 
Dinas Perhubungan. 
e) Bidang Data dan Pelaporan meliputi SKPD: 
Bappeda. 
BKD. 
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Kantor Pelayanan Ijin Terpadu. 
Bagian Administrasi Pembangunan. 
Kecamatan (5). 
Kelurahan (51). 
Inspektorat. 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. 
3) Mengkode. 
Setelah kegiatan mengindeks selesai maka kegiatan yang selanjutnya dilakukan 
oleh pegawai arsip di Bappeda Kota Surakarta adalah mengkode. Mengkode berarti 
pekerjaan memberi tanda atau kode terhadap kata tangkap yang dipilih pada pekerjaan 
nmengindeks. Dalam hal ini yang dilakukan oleh pegawaia Bappeda Kota Surakarta 
adalah memberikan nomor pada sisi kanan bawah data dengan menggunakan spidol 
berwarna merah. Nomor ini adalah nomor urut SKPD sesuai dengan yang ada didalam 
tanda terima. 
Pemberian kode dengan menggunakan nomor ini adalah untuk memudahkan ketika 
pencarian arsip. Sehingga apabila sewaktu-waktu arsip tersebut diperlukan maka petugas 
tinggal mengambilnya dari map sesuai bidang SKPD yang dimaksud kemudian mencari 
urutan nomor sesuai daftar SKPD tersebut dalam tanda terima. Dengan demikan akan 
lebih menghemat waktu pada saat pencarian arsip tersebut. 
 
4) Menyortir. 
Dalam kegiatan menyortir ini hal yang dilakukan oleh pegawai arsip di Bappeda 
Kota Surakarta adalah melakukan penyortiran. Penyortiran ini berarti petugas arsip di 
Bappeda Kota Surakarta melakukan pemisahan-pemisahan arsip sesuai dengan subjeknya 
masing-masing. Hal ini dilakukan agar pada waktu penyimpanan petugas tidak 
melakukan kesalahan yakni memasukkan data kedalam map yang bukan tempatnya. 
Selain melakukan pemisahan data sesuai dengan subjeknya masing-masing, data SKPD 
itu juga dipisah-pisahkan sesuai bidang-bidang dari setiap SKPD. 
Berdasarkan pengamatan selama magang di Bappeda Kota Surakarta penulis 
mengetahui pemisah-misahan arsip menurut subjek yakni arsip-arsip yang ada di 
Bappeda Kota Surakartadipisah-pisahkan berdasarkan jenis data.untuk data hasil 
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musrenbang dikelompokkan dengan data hasil musrenbang, data rencana kerja 
dikelompokkan dengan data rencana kerja, data kebutuhan RKPD dikelompokkan dengan 
data kebutuhan RKPD, data hasil evaluasi dan capaian target kinerja dikelompokkan 
dengan data hasil evaluasi dan capaian target kinerja. Dengan demikian tidak akan terjadi 
kekeliruan didalam memasukkaqn data kedalam map. Setelah data tersebut dipisah-
pisahkan kemudian untuk data-data rencana kerja SKPD, serta data ahasil evaluasi RKPD 
dan Capaian Target Kinerja dipisah-pisahkan lagi sesuai dengan bidang dari masing-
masing SKPD. Sehingga akan memudahkan didalam pencarian kembali arsip. Untuk 
contoh data-data hasil musrenbang,data rencana kerja,data kebuthuhan RKPD, data hasil 
evaluasi dan capaian target kinerja dapat dilihat dalam lampiran. 
 
5) Menempatkan. 
Langkah terakhir  yang dilakukan oleh petugas arsip dalam proses penyimpanan 
adalah menempatkan. Menempatkan disini memerlukan ketelitian sebab jika pegawai 
arsip k,urang teliti maka akan menyulitkan saat pencarian arsip. Selama masa magang di 
Bappeda Kota Surakarta, penulis mengetahui bahwa arsip-arsip disimpan kedalam map 
tickler file. Arsip-arsip tersebut dikelompokkan menurut pokok masalah yang sama. 
Setelah arsip-arsip di kantor Bappeda Kota Surakarta sudah mulai jarang digunakan 
maka arsip-arsip tersebut dipindahkan kedalam folder. Folder tersebut diberi nama sesuai 
dengan pokok masalah. Setelah itu folder-folder dimasukkan kedalam lemari arsip atau 
filling cabinet. 
Hal tersebut menurut staf bappeda subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan 
agar arsip-arsip inaktif tidak tercampur dengan arsip-arsip yang masih aktif (wawancara 
tanggal 12 maret 2010). 
3.Penyusutan Arsip. 
Dalam setiap organisasi seharusnya selalu dilakukan penyusutan arsip dalam jangka 
waktu tertentu. Sehingga arsip-arsip yang sudah habis masa aktifnya tidfak dibiarkan 
menumpuk begitu saja. Dengan demikian akan lebih menghemat tempat. 
Arsip-arsip di Bappeda Kota Surakartamemiliki masa aktif 5 tahun. Sehingga setelah 
lima tahun atau lebih berarti arsip-arsip di Bappeda Kota Surakarta sudah digolongkan 
menjadi arsip inaktif. Setelah arsip-arsip habis masa aktifnya arsip tersebut harus 
disusutkan.  
Namun menurut Ibu Ustiani  selaku kepala bagian umum dan kepegawaian di Bappeda 
Kota Surakarta belum pernah dilakukan penyusutan arsip(wawancara tanggal 20 maret 
2010). 
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Hal-hal yang menyebabkan belum pernah dilakukannya penyusutan arsip di 
Bappeda kota surakarta antara lain : 
Di Bappeda Kota Surakarta belum ada pegawai khusus yang menangani tentang arsip, 
sehingga perhatian terhadap arsip-arsip yang ada di Bappeda Kota Surakarta sangat 
kurang. 
Pegawai yang menangani arsip bukanlah pegawai khusus,artinya bahwa pegawai di 
Bppeda Kota Surakarta bukanlah pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang 
kearsipan, sehingga mereka harus menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 
 
4.Fasilitas Kearsipan. 
Fasilitas merupakan peralatan dan perlengkapan yang mendukung kelancaran  suatu 
kegiatan. Tanpa adanya  fasilitas yang memadai maka pekerjaan tidak akan selesai 
dengan baik. Fasilitas kearsipan merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan 
kearsipan. 
 
a. Alat-alat kearsipan. 
Menurut staff bappeda subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Alat-alat 
kearsipan yang digunakan di Bappeda Kota Surakarta antara lain : 
(wawancara tanggal 16 maret 2010) 
1. Buku ekspedisi. 
2. Mesin Tik. 
3. Bolpoin. 
4. Spidol. 
5. Tickler File. 
6. Steples. 
7. Map. 
8. Alat pelubang kertas. 
9. Mesin pengganda (mesin foto kopi). 
10. Klip. 
11. Filling cabinet. 
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12. Lemari arsip. 
13. Komputer. 
 
b.Ruang Kearsipan. 
Di Bappeda Kota Surakarta belum terdapat ruangan khusus yang digunakan untuk 
menyimpan arsip. Hal ini dikarenakan di Bappeda Kota Surakarta jumlah ruangan yang 
ada sangat terbatas. Sehingga penanganan terhadap arsip yang ada kurang maksimal. 
Pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan hanya memasukkan arsip-arsip kedalam 
almari. Belum adanya ruangan khusus untuk penyimpanan arsip tersebut maka di 
Bappeda Kota Surakarta arsip-arsip yang meiliki spesifikasi khusus disimpan di masing-
masing bidang di Bappeda Kota Surakarta. Didalam sebuah organisasi ataupun insttnsi 
selain diperlukan fasilitas atau peralatan kearsipan  yang memadai, seharusnya juga 
terdapat ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip. Hal ini bertujuan agar 
arsip-arsip mudah dalam pengawasan dan perawatannya. 
 
 
 
5.Pegawai Kearsipan. 
Pegawai arsip adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah instansi. Sebab 
arsip-arsip dapat dikelola dengan baik apabila terdapat pegawai arsip yang baik. Dengan 
demikian kebutuhan informasi untuk perkembangan organisasi yang bersangkutan dapat 
terpenuhi. 
Namun selama masa magang di Bappeda Kota Surakarta, penulis mengetahui 
bahwa di Bappeda Kota Surakarta belum ada pegawai khusus yang menangani tentang 
arsip. Sehingga arsip-arsip dikantor Bappeda Kota Surakarta kurang mendapat perhatian 
dengan baik. Sehingga arsip-arsip tersebut terkesan diabaikan. Syarat untuk menjadi 
pegawai kearsipan di Bappeda Kota Surakarta adalah pegawai yang sudah terdidik 
sebagai arsiparis. 
Menurut Ibu Ustiani  selaku kepala bagian umum dan kepegawaian di Bappeda 
Kota Surakarta hal-hal yang menyebabkan belum adanya pegawai khusus yang 
menangani arsip-arsip di Bappeda Kota Surakarta antara lain : 
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1. Belum adanya pegawai Bappeda Kota Surakarta yang didik khusus sebagai 
arsiparis. 
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip oleh pihak Bappeda Kota 
Surakarta. 
3. Belum adanya ruangan khusus untuk arsip sehingga dirasa belum diperlukan 
pegawai kearsipan. 
4. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk menangani arsip. (wawancara 
tanggal 20 maret 2010). 
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5. BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis dapat 
mengetahui bahwa di Bappeda Kota Surakarta mengelola arsip-arsip yang berkaitan 
dengan perencanaan pembangunan. Mengenai pengelolaan arsip di Bappeda dapat 
penulis simpulkan sebagai berikut : 
1. Penerimaan dan pencatatan arsip. 
Di Bappeda kota surakarta bidang sekretariat arsip-arsip yang dikelola antara lain 
meliputi data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan( Musrenbang) baik kelurahan 
maupun kecamatan, Rencana kerja dari kelurahan,kecamatan, dinas instansi pemerintah 
lainnya, data RKPD, Capaian dan target kinerja SKPD, evaluasi RKPD 
2. Penyimpanan arsip. 
Asas penyimpanan arsip, di Bappeda kota surakarta dalam menyimpan arsip-arsipnya 
menggunakan asas campuran. 
 Sistem penyimpanan arsip, bappeda Kota Surakarta dalam penyimpanan arsip 
menggunakan sistem subjek. 
Prosedur penyimpanan arsip, prosedur penyimpanan arsip di bappeda kota surakarta 
meliputi memeriksa,mengindeks,mengkode, menyortir dan menempatkan. 
3. Penyusutan arsip. 
Di kantor Bappeda Kota Surakarta belum pernah dilakukan penyusutan terhadap 
arsip-arsip yang ada. Sehingga arsip-arsip di bappeda kota surakarta setelah habis masa 
aktifnya dan menjadi arsip inaktif hanya ditumpuk begitu saja tanpa pernah disusutkan. 
4. Fasilitas kearsipan. 
Di bappeda kota surakarta fasilitas kearsipan yang ada meliputi : 
a. Alat-alat kearsipan terdiri dari : 
Buku ekspedisi,mesin Tik,bolpoin,spidol,tickler file,steples,mjap,alat pelubang 
kertas,mesin pengganda (mesin foto kopi),klipfilling cabinet,Lemari arsip,k. 
Ruang kearsipan. 
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Di Bappeda Kota Surakarta belum terdapat ruangan khusus yang digunakan untuk 
menyimpan arsip. 
b. Pegawai kearsipan. 
Di Bappeda Kota Surakarta belum mempunyai pegawai khusus yang menangani 
tentang  arsip. 
 
B. Saran. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memiliki saran : 
1. Dikantor Bappeda Kota surakarta  sebaiknya memiliki ruangan khusus untuk 
penyimpanan arsip, sehingga penataan arsip dan perawatannya dapat diawasi. 
2. Dikantor Bappeda Kota Surakarta haruslah memiliki pegawai khusus yang bahli 
dalam bidang kearsipan agara pengelolaan arsip dapat berjalan lebih baik. 
3. Diadakan pelatihan khusus dalam bidang kearsipan bagi para pegawai di Bappeda 
Kota Surakarta. 
. 
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